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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara teoritis maupun empiris tentang gaya kepemimpinan
bupati dalam hubungannya dengan kinerja aparat Birokrasi, dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan
Kepemimpinan Bupati Pangkep dalam meningkatkan kinerja aparat Birokrasinya dapat dinilai baik. Hal
ini didasarkan pada keterangan dan jawaban dari responden terhadap gaya kepemimpinan yang
ditunjukkan oleh Bupati Pangkep, dimana aspek penilaian gaya kepemimpinan mencakup pada
kapasistas dan kapabilitasnya dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, serta
kepribadian dari Bupati Pangkep itu sendiri.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan; Kinerja Birokrasi
Abstract

This study aims to find out theoretically and empirically about the leadership style of the district head in
relation to the performance of the bureaucratic apparatus, in the context of carrying out government,
development and social tasks in Pangkep Regency. The results of the study show that the leadership of
the Pangkep Regent in improving the performance of his bureaucratic apparatus can be assessed as good.
This is based on information and answers from respondents on the leadership style shown by the
Pangkep Regent, where aspects of the leadership style assessment include his capacity and capability in
running a democratic government system, as well as the personality of the Pangkep Regent himself.

Keyword: Leadership Style; Bureaucratic Performance

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam birokrasi merupakan sesuatu yang sangat menentukan
berhasil tidaknya birokrasi (Pasolong et al., 2022). Kerena pemimpinlah yang bertanggung
jawab untuk mengkoordinir dan mengorganisasi sumber daya birokrasi sehingga bisa
menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras satu sama lain(Mau, 2020). (Lumby, 2019)
menyatakan bahwa kelompok atau birokrasi tanpa pimpinan seperti tubuh tanpa kepala,
mudah tersesat, kacau, anarki. Hakikatnya bahwa semua manusia memerlukan seorang
pemimpin, bahkan mereka tidak menghendaki yang lain dari pada pemimpin (Fries et al.,
2021). Oleh karena itu birokrasi sangat membutuhkan pemimpin yang vioner, yaitu
pemimpin yang mempunyai visi serta pemimpin yang mau melayani bukan untuk dilayani
(Martua & Rahmat, 2019). Dalam segala situasi pemimpin birokrasi memiliki peran yang
sangat penting. Pemimpin birokrasi merupakan simbol, panutan, pendorong, sekaligus
sumber pengaruh, yang dapat mengarahkan berbagai kegiatan dan sumber daya birokrasi
guna mencapai tujuannya (Mau, 2020).

Menurut teori liberal bahwa birokrasi pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan
pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh
dalam pemilihan umum. Dengan demikian birokrasi pemerintah itu bukan hanya diisi oleh
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pejabat politik (Jackson & Grusky, 2018). Demikian pula sebaliknya bahwa di dalam
birokrasi pemerintah itu bukan hanya dimiliki oleh pemimpin politik dari partai politik
tertentu saja melainkan ada juga pemimpin birokrasi karier professional (Luedi, 2022).

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru ternyata diikuti dengan makin rendahnya
kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Ini akibat dari buruknya pelayanan
birokrasi terhadap masyarakat yang sebagian besar tujuannya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat bergulir menyusul peralihan kekuasaan ke Orde Reformasi. Banyak aparat
birokrasi justru bersikap sok berkuasa. Selain mereka masih berorientasi pada kekuasaan,
birokrasinya juga dibebani anggaran untuk membiayai dirinya sendiri (Makhfudz, 2018) .

Birokrasi adalah merupakan institusi modern yang ada dalam khasanah
penyelenggaraan pelayanan public (public services). Birokrasi patut dan perlu dicermati
secara teoritik maupun empirik. Birokrasi adalah merupakan organisasi publik, dan
berwawasan publik serta diyakini sebagai organ pelayanan publik (Noak, 2022) .

Birokrasi memiliki tugas dan kedudukan yang sangat penting dan spesifik dalam
konteks kehidupan negara, yang bebeda dengan organisasi semacam perusahaan swasta,
lembaga keagamaan, partai politik ataupun organisasi sosial (Rahmaini, 2021). Dalam
birokrasi pada umumnya dan khususnya birokrasi publik, pemimpin memegang peranan
yang sangat strategis, berhasil tidaknya birokrasi publik menjalankan tugas-tugas pelayanan
sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Oleh karena itu kedudukan pemimpin
sangat mendominasi semua aktivitas yang dilakukan birokrasi (Paais & Pattiruhu, 2020).
Pada konteks birokrasi publik yang sangat paternalistik, dimana para staf (bawahan)
bekerja selalu tergantung kepada pemimpin. Apabila pemimpin tidak memiliki kemampuan
kepemimpinan, maka tugas-tugas yang sangat kompleks tidak dapat dikerjakan dengan
baik. Dalam kenyataannya tidak sedikit pemimpin birokrasi publik di berbagai tingkatan
yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang baik. Hal ini disebabkan
oleh sistem rekruitmen yang tidak didasarkan pada kompetensi (Benmira & Agboola, 2021;
McCauley & Palus, 2021; Wang et al., 2022).

Sebagai penyelenggara proses pemerintahan, Birokrasi kemudian diindikasikan
sebagai institusi modern yang wajib ada dalam khazanah penyelengaraan pelayanan public
(public service), karena bagaimanapun juga, sebagai sebuah bangsa kita tidak bias
melaksanakan proses pemerintahan dan pembangunan tanpa adnya birokrasi. Sebab dalam
sebuah Negara modern, birokrasi piranti pokok yang dapat menunjang terlaksananya roda
pemerintahan dan pembangunan (McCauley & Palus, 2021). Birokrasi secara ideal dikenal
sebagai institusi pelayanan publikyan tidak pernah mengenal pilih kasih dalam
melaksanakan kewajibannya Sebagai organisasi yang rasional dan mengedepankan efisiensi
administratif, birokrasi perlu dipelihara dan dipertahankan eksisensinya terutama dalam
usaha mewujudkan demokrasi (Benmira & Agboola, 2021).

Birokrasi dan pemerintahan dapat bertindak demokratis jika peran konrol yang
dilakukan masyarakat dijalankan secara maksimal, proporsional, konstitusional, dan
bertanggung jawab. Di dalam pemeritahan yang modern dan demokratis, hampir tidak
mungkin manajemen birokrasi pemerintahannya bias dijalankan tanpa kontrol dari rakyat.
(Ode Wahiyuddin, 2022). Di dalam negara yang pemerintahannya dijalankan secara
demokratis meletakkan para pejabatnnya bisa dikontrol oleh rakyat melalui
pemilihan(Sumardi et al., 2021). Jumlah pejabat yang dipilih jauh lebih besar ketimbang
yang diangkat dan ditunjuk (Supardal et al., 2017). Tata kepemerintahan di Indonesia di
masa lalu dan sisa-sisanya sampai sekarang masih ada, menujukkan sebaliknya. Salah satu
pemimpin dalam meningkatkan pelayanan publik adalah melalui pemotivasian bawahan.
Tinggi rendahnya motivasi kerja seorang dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya
lingkungan tempat bekerja. Oleh sebab itu pemimpin dapat menciptakan suasana yang
harmonis yang dapat mendorong atau motifasi kerja yang tinggi, sehingga menimbulkan
kinerja yang baik kepada para birokrasi bawahannya (Haris et al., 2020).
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Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai
(perindifidu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam
suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai
suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat
erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki
oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperanaktif sebagai pelaku
dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Tercapainya kinerja yang maksimal tidak
akan terlepas dari peran pemimpin birokrasi dalam memotifasi bawahannya dalam
melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif (Zhang, 2021).

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan atau kebijakan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan capaian indikator kinerja dan
penetapan capaian indikator kinerja (Jirangkul, 2020). Penilaian kinerja merupakan evaluasi
keberhasihan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Jika penilaian kinerja
terhadap birokrasi, berarti evaluasi keberhasilan atau kegagalan sesorang dalam
menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. (Dessler, 2009, 2014), menyatakan
bahwa penilain kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa
yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk
mendorong kinerja seseorang agar bisa berada diatas rata-rata.

Masa jabatan Bupati Kepala Daerah Kab Pangkajene dan Kepulauan dewasa ini telah
memasuki periode akhir, dalam kurun waktu satu periode masa pemerintahannya, terdapat
berbagai perubahan yang terjadi di Kab Pangkajene dan Kepulauan, termasuk diantaranya
gaya kepemimpinan seorang Kepala Daerah khususnya dalam kepemimpinannya terhadap
aparat Birokrasi sebagai pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

LITERATURE REVIEW
Teknik Kepemimpinan

Kepemimpinan yang baik akan menujukkan bahwa ia mampu untuk memimpin dan
merupakan pencerminan jati dirinya sebagai seorang pemimpin (Charernnit et al., 2021;
Turner et al, 2018; Valdez & Queroda, 2019). Penyiapan dan pematangan pengikut
dilakukan propaganda atau penerangan. Teknik penerangan yang dimaksud adalah untuk
memberikan keterangan yang jelas dan aktual kepada orang-orang, sehingga dapat
memiliki pengetahuan terhadap sesuatu hal (Alexander et al., 2020; Lian et al., 2022; Persell
et al., 2008). Kemudian Teknik Human Relation merupakan suatu proses atau rangkaian
kegiatan memotivasi orang, yaitu keseluruhan proses memberikan motif (dorongan) agar
orang mau bergerak mengikuti pemimpin yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat (de Vries et al., 2010). Selanjutnya Teknik Menjadi Teladan diharapkan
memberikan contoh-contoh kepada orang-orang yang harus digerakkan, agar mereka
mengikuti apa yang mereka lihat. Sementara dalam perspektif sosiologi dikenal sebagai
Teknik Persuasif dan Pemberian Perintah menujukkan kepada suasana dimana kedudukan
antara pemimpin dengan pengikut tidak terdapat batas-batas yang jelas, sehingga
pemimpin tidak dapat mempergunakan kekuatan dan kekuasaanya. Teknik pemberian
perintah, yaitu menyuruh orang untuk mematuhi agar melakukan sesuatu sesuai dengan
keinginan si pemberi perintah. Dibelakang perintah tersebut terdapat kekuatan dan
kekuasaan (McFarland & Lindgren, 1955).

Teknik lainnya disebut sebagai Teknik Penggunaan Sistem Komunikasi yang Baik
Komunikasi berarti penyampaian suatu maksud kepada fihak lain yang dalam rangka
penerangan, persuasi maupun perintah dan yang terpenting maksud tersebut diterima sama
dengan maksud pengirim, seringkali terjadi bahwa maksud tersebut diterima dan
ditafsirkan lain dan Teknik Penyediaan Fasilitas (Andini, 2021; Supardal, 2016). Apabila
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sekelompok orang telah bersedia dan siap mengikuti ajakan pemimpin, maka orang tersebut
harus diberi fasilitas-fasilitas yang meliputi kecakapan yang diberikan melalui latihan, uang,
perlengkapan dan tempat kerja serta perangsang berupa materi maupun non materi.

Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan sangat bervariati dan dapat dijadikan referensi praktis bagi
seorang pemimpin dalam lembaga manapun, antara lain, Gaya motivasi, artinya pemimpin
dalam menggerakkan orang-orang dengan menggunakan motivasi, baik berupa imbalan
ekonomis dengan memberikan hadiah yang bersifat positif maupun ancaman yang bersifat
negative (Arisman, 2022; Permana et al., 2019; Sabastian, 2021). Kemudian gaya pengawasan
yang orientasinya kepada birokrasi, dimana pemimpin selalu memperhatikan anak buahnya
sebagai manusia yang bermartabat (Flin & Yule, 2004; Wager, 1965). Pemimpin mengakui
kebutuhan-kebutuhan mereka, mengakui keagungan manusia mereka (Lee et al., 2019; Lee
& Ding, 2020). Gaya pengawasan juga berorientasi pada produksi, dimana pemimpin selalu
memperhatikan proses produksi serta metode-metodenya dengan melalui perbaikan serta
penyesuaian tenaga kerja terhadap metode tersebut dan diharapkan dapat mencapai hasil
yang maksimal (Gashema, 2019).

Selanjutnya disebut sebagai gaya kekuasaan, gaya ini menjadikan pemimpin
cenderung menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan orang-orang serta bagaimana
cara ia menggunakan kekuasaannya (Douglas, 2017). Gaya ini meliputi gaya bebas, yaitu
pemimpin hanya mengikuti kemauan pengikut, menghindari diri dari penggunaan paksaan
atau tekanan (Cho, 2019). Dalam hal ini pemimpin lebih banyak memberikan kebebasan
kepada pengikutnya untuk menentukan tujuannya, sehingga seringkali pemimpin hanya
bertindak sebagai perantara saja dengan dunia luar untuk menyajikan informasi kepada
kelompok (Wheaton & Thorpe, 2021). Kemudian gaya partisipatif, yaitu pemimpin sebagai
makhluk yang bermartabat dan terus menghormati hak-haknya (Safrizal et al., 2020).
Mengutamakan kepentingan oraganisasi dan kepentingan pengikut daripada kepentingan
si pemimpin, suka memberikan saran, kritik, pendapat serta mendorong kelompok untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan informasi yang seluas-
luasnya kepada para pengikut (Badger et al., 2010), dan gaya otokratik, yaitu pemimpin
yang menggantungkan kepada kekuatan formalnya, organisasi dipandang sebagai milik
pribadi (Cherry, 2022). Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Pemimpin
yang demikian biasanya tidak mau menerima kritik, saran atau pendapat dan tidak mau
berunding dengan bawahan atau para pengikutnya (De Hoogh & Den Hartog, 2009).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif, yaitu suatu penelitian
yang bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang sejauh mana pengaruh kepemimpinan
Kepala Daerah terhadap kinerja Birokrasi di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
khususnya di beberapa dinas, diantaranya : Dinas Pendidikan, BPMD, Dinas Kesehatan,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta tiga orang camat yang mewakili wilayah
Kab Pangkep (Pegunungan, Daratan dan Kepulauan).

Dasar penelitian ini adalah survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari
sejumlah responden yang dianggap dapat mewakili individu lainnya seara keseluruhan.
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya
kepada Bupati serta beberapa Dinas terkait diantaranya: Dinas Pendidikan, BPMD, Dinas
Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta tiga orang camat yang mewakili
wilayah Kab Pangkep (Pegunungan, Daratan dan Kepulauan)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbicara tentang gaya kepemimpinan (Leadership Style) sebenarnya kita berbicara
tentang bagaimana pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya, misalnya gaya apa
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yang dipakai dalam merencanakan merumuskan dan menyampaikan perintah-perintah
kepada yang diperintah. Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh pada faham-faham yang
dianutnya mengenai kekuasaan dan wewenang, sikap mana yang diambilnya terhadap hak
dan martabat manusia.

1. Gaya kepemimpinan bupati terhadap ketepatan aparat dalam melaksanakan tugas.

Pada dasarnya gaya kepemimpinan atau style banyak berpengaruh terhadap
keberhasilan seorang pemimpian dalam mempengaruhi perilaku pengikut-pengikutnya.
Istilah gaya pada dasarnya sama dengan cara yang digunakan oleh pemimpin dalam proses
mempengaruhi pengikut-pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma
perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi
perilaku orang lain seperti yang diamati. Dalam konteks ini upaya penyelarasan persepsi
diantara orang-orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi sangat penting dalam
posisinya.

Dalam hal gaya kepemimpinan, Bupati Kepala Daerah Kab Pangkep memiliki
kematangan dalam bidang pekerjaan serta dalam melaksanakan fungsinya sebabai kepala
daerah beliau senantiasa tepat dan cermat dalam hal melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai seorang bupati. Sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai Bupati
Kepala Daerah, beliau senantiasa mampu menempatkan dirinya sebagai contoh dan
tauladan kepada bawahannya. Karena itu, gaya kepemimpinan beliau bukanlah semata-
mata bergantung pada watak dan kepribadiannya saja, tetapi ada kecenderungan dari
beliau untuk menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda dalam menghadapi
bawahan yang beraneka ragam tingkat kedewasaannya, untuk memberikan kesan bahwa
bupati tersebut mampu memberikan efek positif bagi bawahan. ini dibuktikan pada saat
kami melaksanakan wawancara, beberapa staf serta kepala Dinas yang datang silih berganti,
terlihat jelas bahwa beliau menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda antara staf biasa
dibandingkan dengan kepala dinas.. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa, Bupati
Kepala Daerah pada saat menerima staf eselon rendah, beliau menggunakan kata-kata yang
sederhana dan mudah dimengerti oleh siapa saja, tanpa harus memberikan perintah yang
ribet dan tidak jelas, namun pada saat beliau berhadapan dengan salah satu kepala dinas
(Kepala Dinas Pendidikan) beliau menggunakan kata-kata yang sedikit formal serta
terkesan lebih serius.

Kemampuan seorang pemimpin untuk mengerti dan mendalami kemampuan dan
kedewasaan bawahannya sangat berpengaruh pada gaya yang dipilihnya dalam
memimpin, dan pada gilirannya akan mempengaruhi tercapainya tujuan yang dikehendaki.
Beberapa gaya kepemimpinan yang sering diperlihatkan Bupati Kepala Daerah Kab
Pangkep dalam lingkup kerjanya sebagai atasan serta sebagai pribadi biasa, yitu tidak
pandang buluh dan memeberikan contoh yang baik. Sebagai seorang atasan, Bupati Kepala
Daerah Kab Pangkep menghargai bawahannya tanpa pandang buluh dan memilih-milih,
dari hasil pemantauan peneliti, yang berhubungan dengan sejauh mana mereka mengenal
Bupati Kepala Daerah Kab Pangkep, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tanggapan Responden tentang Kedekatannya dengan Bupati

No Jawaban responden I{um—%
1. Sebatas atasan 19 87,5
2. Pernah menjadi rekan sebelum menjabat 4 12,5
3. Ada hubungan keluarga - 0
JUMLAH 23 100

Sumber : hasil penelitian Oktober 2022
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Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa responden yang mengenal Bupati hanya
pada saat beliau menjabat adalah sebanyak 19 orang, dari 23 orang responden yaitu sebesar
(87,5%), sedangkan yang pernah menjadi rekan sebelum beliau menjabat Bupati kepala
daerah adalah sebanyak 4 orang atau (12,5 %), namun tak satupun yang menjawab punya
hubungan keluarga dengan Bupati (0 %). Dari hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa
ternyata aparat birokrasi yang dibawahi langsung oleh bupati jauh dari kesan Nepotisme,
karena yang menjadi responden adalah mereka yang memegang peranan penting di roda
Birokrasi, dan hasil temuan di lapangan, tak satupun diantara mereka yang merupakan
keluarga langsung dari Bupati Kepala daerah, bahkan ada diantara kepala dinas yang
dipercayakan memegang tampuk pelaksana tugas Birokrasi, adalah mereka yang secara
politis merupakan lawan politik Bupati pada saat Sukseki Pilkada yang lalu.

Sehingga peneliti menyimpulkan, bahwa Bupati Kabupaten Pangkep menggunakan
prinsip The righ man on the righ job. Selain memberikan contoh yang baik kepada para
bawahannya, bupati kepala daerah Kab Pangkep juga cenderung selalu mengawasi kerja
birokrasinya, seperti yang dituliskan oleh Pamuji bahwa gaya kepemimpinan yang
mengarah pada pengawasan seorang pemimpin kepada bawahannya dilandaskan pada
perhatian seorang pemimpin kepada perilaku kelompok. Pemimpin harusnya senantiasa
memperhatikan anak buahnya sebagai manusia yang bermartabat. Mengakui kebutuhan
pengikutnya dan menghormati keagungan seseorang sebagai ummat manusia. Hal ini
tercermin pada keterangan dari Kepala Kecamatan Minasate'ne Dra Hj. Hudriah S Bani
“Bupati yang sekarang banyak disenangi oleh bawahannya, ini disebabkan karena beliau
senantiasa mampu menempatkana seseorang pada posisinya, bahkan beliau tidak segan-
segan memanggil sebutan PUANG kepada seseorang yang menjadi panutan di daerah
tersebut, hal inilah yang membuat kami merasa sangat dihargai dan merasa senang dengan
kepribadian beliau” (Wawancara 2022)

Dari hasil penjelasan camat diatas maka dapat disimpulkan bahwa walaupun bupati
tersebut adalah kepala pemerintahan di kabupaten, tetapi jika berhubungan dengan
peghargaan atas posisi seorang dalam masyarakat, beliau tetap menghormati dan
menghargai hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana yang
tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2. Tanggapan responden tentang kepribadian Bupati

No Jawaban responden r{um—la(l;/o)
1.  Baik 16 695
2. Biasa saja 5 21,7
3. Kurang 2 8,7
JUMLAH 23 100

Sumber : hasil penelitian Oktober 2022

Dari hasil olah kusioner diatas dapat dilihat bahwa tanggapan aparat birokrasi
mengenai kepribadian bupati tergolong tinggi, responden yang menjawab baik sebanyak 16
orang dari 23 responden atau (69,5 %) sedangkan yang menjawab biasa saja sebanyak 5
orang atau (21,7 %) dan yang menganggap kurang hanya 2 orang (8,7 %). Ini menandakan
bahwa baik di kalangan birokrasi tingkat bawahpun dapat menilai kepribadian Bupati
sebagai pemimpin birokrasi.

2. Gaya kepemimpinan bupati terhadap pengetahuan birokrasi tentang bidang
tugasnya.

Setiap birokrasi pemerintahan pasti memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-

masing yang membedakannya dengan birokrasi yang lainnya, sebagai seorang pemimpin
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jangan sekali-sekali mencampuri secara langsung tugas dan fungsi dari bawahannya,
namun senatiasa mengawasi serta mengikuti kemauan bawahan yang sesuai dengan
tugasnya, menghindarkan diri dari penggunaan paksaan atau tekanan. Pemimpin lebih
banyak memberikan kebebasan kepada pengikut untuk menentukan tujuan organisasi.
Karena yang demikian itu maka pemimpin seringkali bertindak hanya sebagai perantara
saja dengan dunia luar untuk menyajikan informasi kepada kelompok.

Sebagai salah satu prasyarat untuk menilai kinerja suatu birokrasi tersebut baik atau
tidak adalah ketetapan aparat tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai pelayan masyarakat, Kepala Dinas Pendidikan Dr. Sabrun Jamil mengatakan:
“Aparat birokrasi di lingkup dinasnya, mengetahui sejauh mana tugas dan fungsinya
masing-masing, artinya setiap aparat mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh
tanggung jawab, ini berhubungan dengan adanya motivasi dari mereka masing-masing
untuk terus dapat bekerja dan memperoleh penghargaan atas apa yang mereka lakukan.
(Wawancara 2022).

Fakta menunjukkan bahwa aparat yang melaksanakan tugasnya tau dan mengerti
akan tugas dan fungsi yang diberikan, kalaupun ada hal yang tidak mereka mengerti, itu
hanya kendala tekhnis saja. Namun walaupun demikian dalam pelaksanaannya masih di
dapati adanya kekurangan yang terjadi, salah satu kekurangan yang paling sering ditemui
pada lingkup pemerintahan Kab Pangkep adalah, masih adanya beberapa urusan yang
harus diselesaikan melalui jalur birokrasi yang berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat,
salah satu masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut adalah pada saat ingin memasukkan
proposal bantuan rehabilitasi mesjid di daerah kepulauan, walaupun dalam proposalnya
tersebut telah ada persetujuan langsung dari bupati, namun dalam prosesnya dia harus
mengikuti jalur birokrasi yang cukup panjang dan melelahkan.

Fungsi kepemimpinan salah satunya adalah usaha memberikan motivasi atau
dorongan agar orang-orang mau bekerja/bergerak dengan ikhlas dan sukarela untuk
mencapai tujuan secara sebaik-baiknya (seefisien mungkin). Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai kepala pemerintahan, Bupati Kepala Daerah Kab Pangkep dalam hal ini
mampu memahami keadaan para bawahannya, apa yang menjadi harapan-harapan mereka
serta mampu mendorong kegairahan bekerja.

Tugas dan kewajiban kerja sebagai suatu keadaan batiniah yang mampu

memberikan energi kepada aktivitas-aktivitas atau menggerakkannya, selanjutnya
mengarahkan atau menyalurkan perilaku menuju satu tujuan, salah satu aspek yang paling
penting dalam memberikan motivasi adalah komunikasi yang efektif dan berjalan dengan
baik oleh atasan dan bawahan hal tersebut dijelaskan oleh Bupati selaku kepala
pemerintahan:
“Pemberian motivasi kerja kepada Birokrasi adalah hal sangat penting dalam usaha
memperbaiki kinerja mereka, salah satu dari sekian banyak motivasi yang diberikan adalah
menjalin komunikasi yang baik kepada bawahan, jangan membuat iklim seolah-olah
bawahan takut pada atasan sehingga bawahan tidak mampu bekerja maksimal, serta jangan
mencampuri urusan bawahan sampai kedetail-detailnya, berikan mereka kesempatan untuk
berkreasi, serta tidak pernah meminta yang macam-macam kepada kepala dinas, sehingga
tidak ada beban pada saat ingin mengganti mereka jika di kemudian hari dia tidak becus
dalam bekerja”. (Wawancara 2022).

Pemberian motivasi yang baik adalah dengan menjalin komunikasi yang baik
dengan bawahan serta senantiasa menjaga hubungan emosional di tempat kerja. Lebih jauh
beliau menjelaskan “Kinerja birokrasi yang saya pimpin telah mengalami perbaikan,
indikasinya adalah jumlah sms yang masuk ke No HP pribadi, mengenai pengaduan
masyarakat tentang pelayanan birokrasi semakin berkurang dibandingkan dengan pada
awal masa jabatannya”. (Wawancara 2022).
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Maka, diketahui bahwa salah satu indikator keberhasilan birokrasi dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah dari penilaian masyarakat, dimana
masyarakat dapat langsung mengeluhkan segala kendala mereka kepada bupati secara
langsung, dan dari penjelasan tentang kurangnya SMS yang masuk tentang pengaduan
masyarakat dapat disimpulkan bahwa aparat birokrasi di lapangan telah mengetahui dan
melaksankan tugasnya dengan baik.

Sementara salah satu staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Drs.
Abd Samad, M.M mengatakan bahwa : “Salah satu penyebab dari perbaikan mutu birokrasi
adalah karena atasan senantiasa memberikan kebebasan kepada kami untuk menjalankan
tugas tanpa beliau mencampuri secara mendetail” (Wawancara 2022).

Senada pendedapa Kepala BPMD Kab Pangkep Drs.H. Muh Idris Sapareng, M.Si, ia
mengemukakan bahwa “Bupati pada saat memberikan tugas kepada kami selaku bawahan
senantiasa percaya, dan beliau tidak pernah mau menanyakan hal-hal yang menyangkut
kerja tekhnis, semua diberikan kepercayaan kepada kami untuk berkreasi, beliau hanya
senantiasa mengawasi dan mengarahkan saja. (Wawancara 2022)

Argumentasi di atas mengindikasikan bahwa kepercayaan akan tugas dan tanggung
jawab senantiasa diberikan secara sepenuhnya oleh bupati kepada bawahannya, sehingga
hal tersebut dijadikan contoh oleh beberapa kepala dinas/badan dan kemudian
mengaplikasikannya kepada bawahannya selaku pelaksana tekhnis. Sehingga dalam
melaksankan tugas dan tanggung jawabnya, aparat birokrasi senatiasa berbuat yang terbaik
dan merasa berkewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jika
dibandingkan dengan fakta dilapangan bahwa setiap aparat birokrasi mampu dan
mengetahui tugasnya masing-masing, walaupun beberapa diantaranya masih sering
bertanya kepada rekan kerjanya, namun hal ini dianggap wajar, karena kadang kala dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkadang aparat memerlukan pembinaan dari
orang yang lebih mengatahui.

Salah satu gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Kab
Pangkep dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparat birokrasinya terhadap
pengetahuan bidang tugasnya adalah dengan melakukan pengelompokan terhadap aparat
birokrasinya, yaitu memberikan tanggung jawab selektif, karena setiap orang
membutuhkan tim yang bekerja secara harmonis dan produktif yang dapat diperoleh
dengan menempatkan orang kepada kelompok yang tepat, yang menurut mereka cocok
(jika memungkinkan) memberikan tugas yang sesuai dengan kekuatan dan keinginan
mereka, mendukung mereka, baik secara emosional maupun fisik sejalan dengan proses
pelaksanaan tanggung jawab.

Hal ini dibuktikan pada salah satu dinas yang berada dibawah naungannya yaitu
pada dinas Kesehatan, Bupati secara khusus menempatkan seorang dokter sebagai kepala
dinas kesehatan, karena dianggap mampu dan mengetahuai bidang tugasnya, serta aparat
yang menjadi bawahannya adalah mereka yang spesifik pada bidang tugasnya masing-
masing, yaitu paramedis dan beberpa sarjana kesehatan lainnya.

3. Gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja aparat birokrasi

Salah satu gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Bupati Kab Pangkep dalam
mempengaruhi disiplin kerja aparat birokrasi di kab Pangkep adalah gaya partisipasi, yang
biasa disebut dengan gaya kepemimpinan demokratik, yaitu pemimpin yang memandang
manusia adalah makhluk yang bermartabat dan harus dihormati hak-haknya. Dalam
menggerakkan aparat birokrasinya lebih banyak mempergunakan teknik persuasif dan
memberikan contoh-contoh. seperti yang dikatakan oleh Bupati “Gaya kepemimpinan yang
saya pakai dalam memimpin masyarakat Pangkep adalah gaya kepemimpinan demokratis,
tidak terlalu kaku, tidak suka yang terlalu formal serta melayani siapa saja, mulai dari
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Sekda, Kadis, bahkan sampai pegawai honorer dan masyarakat kecil diperlakukan dan
dilayani dengan cara yang sama”.(Wawancara 2022)

Dari hasil analisis diketahui bahwa gaya kepemimpinan yang dipakai adalah gaya
kepemimpinan demokratis, yang tidak membeda-bedakan aparatnya, semua diperlakukan
sama. Bupati Kabupaten Pangkep, memegang prinsip bahwa kekuasaan bersumber rakyat,
dan wewenang yang dilandasi oleh hukum itu bersumber pada perasaan keadilan yang
hidup di kalangan rakyat. Dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas/pekerjaan dinas
dituntut kedisiplinan pegawai, karena faktor ini sangat besar pengaruhnya bagi
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kedisiplinan pegawai utamanya sangat
penting dalam penyelesaian tugas/pekerjaan tepat pada waktu, bekerja sesuai prosedur,
mengutamakan urusan dinas daripada urusan pribadi, serta pembuatan laporan setelah
selesai melaksanakan tugas dan pekerjaan dinas.

Perilaku aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Lingkup kantor
Bupati Kabupaten Pangkep, mengenai kedisiplinan dan ketidakdisiplinan aparat terhadap
waktu dapat diketahui melalui hasil wawancara informan aparat yaitu sebagai berikut :

Hasil wawancara Tamrin Taba, Kepala dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan,
yang menyatakan bahwa : “Semua pegawai, staf, harus mematuhi aturan yang ada, harus
melaksanakan disiplin waktu masuk kantor yaitu pukul 07.30 sesuai dengan yang telah
diatur, kalau atasan bersikap disiplin dan menghargai waktu, bawahan akan mengikuti
karena peraturan itu berlaku bagi seluruh pegawai dalam lingkup Kantor Bupati
Pangkep.Khusus di dinas Lingkungan hidup dan kebersihan, biasanya saya yang datang
pada pukul 07.00 dan memeriksa kesiapan aparat untuk melaksanakan tugasnya di
lapangan”. (Wawancara 2022)

Dikatakan bahwa ada aturan yang jelas yang mengatur tentang waktu kehadiran
aparat di tempat kerja, dan diantara beberapa kepala dinas yang ada, beliau adalah kepala
dinas yang tercatat paling cepat datang, ini disebabkan karena beliau ingin melihat
langsung aparatnya bekerja, yang notabenenya adalah para pegawai kebersihan yang
bertugas di hampir seluruh kota Pangkep. Sementara diakui oleh Sakkir, salah seorang
pengawas kebersihan yang bertugas mengawasi kerja pegawai di lapangan, yang
membenarkan bahwa kepala dinas Kebersihan tersebut memang telah ada di ruangannya
pada jam 07.00 dan akan melakukan inspeksi langsung setelah ada laporan bahwa pekerjaan
hari itu telah selesai

Hipotesanya menunjukkan bahwa salah satu dinas yang menjadi andalan Kabupaten
Pangkep dan yang paling besar andilnya dalam perolehan penghargaan adipura,yaitu dinas
Lingkungn Hidup dan kebersihan memang patut dicontoh oleh dinas-dinas lainnya.
Namun dari hasil pengamatan selama beberapa hari, ternyata tidak semua Dinas memiliki
rasa tanggung jawab yang sama, beberapa kepala dinas justeru terkadang tidak dapat di
temui di ruangannya, padahal terlihat masih banyak pekerjaan yang belum sempat dia
selesaikan. Faktor kedisiplinan dalam melaksanakan tugas adalah salah satu hal yang
sangat diperhatikan oleh Bupati Kabupaten Pangkep, seperti yang ia katakan: “Pada awal
periode pemerintahan, banyak sekali laporan yang masuk dari warga lewat pesan singkat
ke HP saya, yang mengeluhkan banyaknya pegawai yang berkeliaran di pasar pada jam-jam
kerja, maka sedikit demi sedikit diadakan razia PNS oleh Polisi Pamong Praja, dan
Alhamdulillah sampai sekarang laporan dari warga tersebut telah agak sedikit berkurang,
bahkan dari laporan Kepala Polisi Pamong Praja, saat ini hampir tidak lagi ditemui PNS
yang berkeliaran di pasar pada jam-jam kerja, kacuali jika ada keperluan mendadak atau
untuk keperluan kantor”. (Wawancara 2022).

Namun dari hasil pengamatan di lapangan, masih ada terlihat satu atau dua orang
pegawai yang ,masih ada di luar pada jam-jam kantor, dan biasanya mereka masih
mengenakan baju dinas dan berada pada tempat umum seperti pasar dan swalayan, namun
diakui jumlahnya tidak terlalu banyak.
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KESIMPULAN

Kepemimpinan Bupati Pangkep dalam meningkatkan kinerja aparat Birokrasinya
dapat dinilai baik. Hal ini didasarkan pada keterangan dan jawaban dari responden
terhadap gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bupati Pangkep, dimana aspek
penilaian gaya kepemimpinan mencakup pada bagaimana ia menjalankan sistem
pemerintahan yang demokratis, serta bagaimana kepribadian dari Bupati Pangkep. Dari
jawaban responden terhadap sistem pemerintahan demokratis yang dijalankan, dapat
diambil kesimpulan bahwa Bupati Pangkep betul-betul menjalankan sistem demokrasi yang
ada, ini dibuktikan dari pengakuan beberapa responden yang mengakui pada saat rapat
Bupati senantiasa mendengarkan dengan seksama pendapat dari birokratnya, dan beliau
tidak pernah mengambil keputusan secara sefihak tanpa melaksanakan musyawarah
terlebih dahulu, kecuali jika keputusan tersebut bersifat mendadak dan genting.
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